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	F.​Metode Penelitian 
	​Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif sebagai pisau analisisnya. Melalui metode ini, fokus penelitian diarahkan pada penelaahan norma-norma hukum yang tertuang dalam regulasi perundang-undangan serta berbagai literatur pendukung lainnya. 39 Secara lebih mendalam, tahapan dan operasionalisasi riset ini dipaparkan melalui rincian berikut: 
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	​Pada penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: 

	 
	 
	 
	BAB II 
	PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BANK OCBC NISP TBK DENGAN PT HAIR STAR INDONESIA 
	A.​Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 
	1.​Pengertian Perjanjian 
	​Berdasarkan rumusan Pasal 1313 KUHPerdata, sebuah perjanjian didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang melibatkan keterikatan antara satu pihak atau lebih terhadap pihak lainnya. Hubungan hukum ini secara otomatis melahirkan prestasi berupa hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh para subjek hukum yang terlibat di dalamnya.48 Pada Prinsipny itikad baik merupakan pilar fundamental dalam pelaksanaan kontrak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Ketentuan ini mewajibkan setiap pihak untuk bertindak dengan landasan kejujuran sejak momentum kesepakatan dibuat. Dalam konteks ini, iktikad baik merepresentasikan adanya rasa saling percaya (trust), di mana para pihak berasumsi bahwa mitra kontraknya bertindak transparan dan tidak menyembunyikan fakta-fakta material yang berpotensi memicu sengketa atau kerugian di masa mendatang.49 
	2.​Syarat Sah Perjanjian 
	​Mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, eksistensi suatu perikatan yang lahir dari perjanjian sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat keabsahan yang bersifat kumulatif. Dalam perspektif ini, Pasal 1320 berperan sebagai instrumen pembatas bagi berlakunya asas freedom of contract. Hal ini menegaskan bahwa kehendak bebas para pihak dalam merumuskan klausul perjanjian tetap harus tunduk pada norma hukum yang bersifat imperatif, sehingga kesepakatan tersebut tidak kehilangan kekuatan hukumnya.50 
	1.​Asas Kebebasan Berkontrak Dan Akibat Hukum Perjanjian 
	​Asas kebebasan berkontrak merupakan pilar paling fundamental dalam sistem hukum perdata nasional yang landasan yuridisnya dapat diketemukan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).55 Ketentuan tersebut menegaskan manifestasi kedaulatan individu di mana setiap kesepakatan yang dirumuskan secara sah memiliki daya ikat yang setara dengan undang-undang bagi para subjek hukum yang terlibat (pacta sunt servanda).56 

	B.​Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Bank 
	1.​Pengertian Perjanjian Kredit 
	​​Definisi yuridis mengenai kredit ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.63 Dalam ketentuan tersebut, kredit dikonstruksikan sebagai suatu bentuk penyediaan uang atau tagihan yang ekuivalen dengan hal tersebut, yang didasarkan pada adanya konsensus atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga perbankan dengan pihak nasabah. 64 Perikatan ini menimbulkan kewajiban hukum bagi pihak peminjam (debitur) untuk melakukan pelunasan utang dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya, yang mana pelunasan tersebut disertai dengan pemberian kontraprestasi berupa bunga bagi pihak bank.65 
	2.​Karakteristik dan Fungsi Perjanjian Kredit 
	​​Secara doktrinal, perjanjian kredit memiliki distingsi yang cukup signifikan apabila dikomparasikan dengan konstruksi pinjam-meminjam konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Perbedaan fundamental tersebut berakar pada peran bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam setiap operasionalnya. 66Karakteristik khusus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
	3.​Klausul Pembatasan (Negative Covenants) dalam Perjanjian Kredit 
	       Perjanjian kredit pada hakikatnya merupakan perjanjian pokok yang melandasi hubungan hukum pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor, yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.80 Dalam praktik perbankan, untuk memitigasi risiko gagal bayar (default), bank selaku pihak yang meminjamkan dana senantiasa mencantumkan serangkaian syarat dan ketentuan yang mengikat debitor, yang secara lazim dikenal dengan istilah covenant atau klausula janji.81 Secara doktrinal, covenant tersebut pada garis besarnya diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu affirmative covenants (klausula afirmatif yang mewajibkan tindakan tertentu) dan negative covenants (klausula pembatasan atau larangan).82 
	       Dalam praktik kontrak kredit maupun fasilitas pembiayaan, lazimnya ditemukan adanya fakta negatif (negative covenant ), yakni suatu instrumen yuridis yang secara esensial menetapkan batasan atau larangan bagi pihak debitur untuk mengakhiri perbuatan-perbuatan hukum tertentu.83 Negative covenants atau klausul pembatasan merupakan ketentuan di dalam perjanjian kredit yang secara tegas melarang atau membatasi debitor untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atau bisnis tertentu selama masa fasilitas kredit berlangsung, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank.84 
	       Tujuan utama dari pencantuman negative covenants ini adalah untuk melindungi kepentingan kreditor dengan cara mempertahankan status quo kondisi finansial, operasional, dan struktural debitor agar kemampuan bayarnya (repayment capacity) tidak mengalami penurunan.85 Tanpa adanya klausul pembatasan ini, debitor berpotensi memiliki celah untuk melakukan tindakan moral hazard yang dapat merugikan nilai jaminan atau menguras aset yang seharusnya menjadi sumber pelunasan utang kepada bank.86 
	       Adapun bentuk-bentuk negative covenants yang sangat lazim ditemukan dalam draf standar perjanjian kredit perbankan antara lain adalah larangan bagi debitor untuk mengalihkan, menyewakan, atau menjaminkan aset perusahaannya kepada pihak ketiga lainnya, yang sering disebut sebagai negative pledge clause. 87 Selain pembatasan terhadap aset, debitor juga umumnya dilarang secara ketat untuk melakukan aksi korporasi yang dapat mengubah struktur permodalan maupun kepengurusan, seperti melakukan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi), berutang kepada pihak lain, maupun melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham sebelum kewajiban utamanya kepada bank terpenuhi.88 Secara yuridis, pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa poin dalam negative covenants ini akan langsung dikualifikasikan sebagai tindakan kelalaian atau wanprestasi (event of default), yang memberikan hak mutlak secara hukum bagi bank untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak dan menuntut pelunasan seluruh

	C.​Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT) Dan Kewenangan RUPS 
	1.​Pengertian Perseroan Terbatas (PT) 
	       Secara normatif berdasarkan hukum positif di Indonesia, Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. 90 Eksistensi Perseroan sebagai entitas hukum mandiri (persona standi in judicio) memberikan konsekuensi logis bahwa Perseroan memiliki subjektiitas hukum sendiri dan harta kekayaan yang terpisah secara mutlak dari harta kekayaan pribadi para pendiri, pengurus, maupun pemegang sahamnya.91 Karakteristik utama yang membedakan entitas bisnis ini dengan bentuk persekutuan perorangan lainnya terletak pada prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability principle), di mana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham
	       Meskipun demikian, doktrin tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku secara mutlak dan dapat diterobos melalui instrumen hukum piercing the corporate veil apabila secara nyata terbukti bahwa pemegang saham menggunakan Perseroan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, mencampuradukkan harta pribadi dengan harta Perseroan, atau melakukan perbuatan dengan iktikad buruk yang merugikan Perseroan itu sendiri. 93 Selain berpijak pada aspek pemisahan tanggung jawab, esensi Perseroan sebagai persekutuan modal (kapitaal vennootschap) menitikberatkan pada akumulasi besaran modal yang disetorkan, bukan pada kualitas personal atau identitas para sekutunya sebagaimana yang lazim dijumpai pada bentuk persekutuan perdata (maatschap) maupun firma. 94 Untuk menjalankan fiksi hukumnya tersebut ke dalam tindakan konkret, undang-undang mendelegasikan kewenangan kepada tiga organ utama yang memiliki pembagian tugas, fungsi, dan hierarki tata kelola yang independen, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, 

	D.​Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Dalam Prespektif Hukum Islam di Indonesia 
	1.​Pengertian Akad 
	​Perseroan Terbatas (PT) dikonstruksikan sebagai sebuah entitas berbadan hukum yang lahir dari persekutuan modal dan kesepakatan kontraktual. Sebagai subjek hukum, perseroan menjalankan kegiatan komersialnya yang bertumpu pada modal dasar yang terpecah ke dalam bentuk saham-saham, dengan tetap menjamin menyediakan segala pra syarat yang digariskan oleh undang-undang serta aturan turunannya.124 Secara kelembagaan, hukum perusahaan membatasi ruang lingkup pemegang saham melalui pembagian tugas secara proporsional dengan pihak Direksi. Kinerja perseroan ini kemudian melekat secara melekat oleh Dewan Komisaris yang bertindak sebagai organ pengawas. Meskipun masing-masing organ memiliki rahasianya sendiri, hierarki kekuasaan tertinggi di dalam sebuah PT secara sah tetap dikendalikan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 125 
	​RUPS pada hakikatnya memegang kekuasaan eksklusif yang mencakup segala urusan di luar ruang lingkup tugas direksi maupun dewan komisaris, dengan tetap tunduk pada koridor undang-undang dan anggaran dasar perusahaan.126 Secara yuridis, perseroan memiliki mandat untuk RUPS Tahunan selambat-lambatnya enam bulan pasca tahun buku. 127 Di samping itu, perseroan diberikan ruang untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) secara insidental sesuai dengan dinamika dan urgensi perusahaan. Sebagai wujud pelindungan hukum terhadap hak para pemegang saham, pelaksanaan RUPS wajib juga diselenggarakan secara matang dan presisi secara waktu, dengan membuat Anggaran Dasar menyelenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor pasar modal, serta Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pedoman kepatuhannya.128 Pada perseroan terbatas yang merupakan badan hukum yang di dalam menjalankan segala aktifitasnya diwakili oleh organ-organ.129 
	2.​Syarat Rukun Akad 
	​Dalam kajian hukum Islam, keabsahan sebuah perjanjian atau akad ditentukan oleh tiga elemen fundamental. Pertama, adanya para pelaku akad yang tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga memiliki otoritas yang sah dalam merealisasikan kesepakatan tersebut. Kedua, adanya objek akad yang harus memenuhi syarat legalitas syariah, dapat diserahkan saat itu juga, dan terbebas dari unsur ketidakpastian (gharar) melalui kejelasan spesifikasi. Terakhir, diperlukan adanya shighat sebagai bentuk manifestasi kesepakatan. Poin penting dalam ijab dan kabul ini adalah adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan, serta dilakukan dalam satu rangkaian yang berkesinambungan agar maksud dari akad tersebut tersampaikan dengan sempurna.130 
	​Secara garis besar rukun akad memiliki beberapa syarat Secara harfiah, syarat sebenarnya adalah tanda yang membedakan satu hal dengan hal lainnya. Kalau kita tarik ke ranah kontrak atau akad, para ulama fikih (fuqaha) melihat syarat sebagai unsur yang menyertai sebuah perjanjian, tapi letaknya bukan di inti utama. Jadi, syarat itu ibarat 'lampu hijau' yang harus sudah menyala sebelum dan selama akad berlangsung agar semuanya sah. Penting untuk diingat bahwa syarat ini posisinya ada di luar esensi kontrak, karena kalau kita bicara soal 'nyawa' atau esensi dari sebuah kontrak, itu sudah masuk ke wilayah rukun.131 
	​Dalam diskursus hukum Islam, keberadaan syarat dalam suatu akad diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan fundamental guna menjamin kepastian hukumnya. Tingkatan tersebut meliputi syarat terjadinya akad (in’iqad), syarat keabsahan (shihah), syarat keterlaksanaan (nafadz), serta syarat mengikatnya suatu perjanjian (lazim). Pada tahap awal, syarat in’iqad terbagi menjadi dua kategori, yakni umum dan khusus. Syarat umum mencakup elemen-elemen primer yang wajib terpenuhi pada seluruh jenis akad, seperti kecakapan subjek, kejelasan objek, serta keselarasan shighat, dengan catatan bahwa objek tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariat. Sementara itu, syarat khusus bersifat situasional, seperti kewajiban adanya saksi dalam akad pernikahan. Beranjak pada syarat shihah, hal ini menitik beratkan pada aspek kualitas akad agar memiliki implikasi hukum, misalnya ketiadaan cacat dalam transaksi perdagangan. Di sisi lain, syarat nafadz mensyaratkan adanya otoritas penuh (wilayah) dan status kepemilikan subjek
	3.​Asas-Asas Akad 
	​Istilah asas secara etimologis merujuk pada kata asasun dalam bahasa Arab yang berarti dasar atau fondasi.133 Secara lebih luas, asas merupakan tumpuan utama dalam berpendapat, yang dalam literatur lain sering disamakan dengan istilah prinsip sebagai kebenaran mendasar dalam bertindak. Berkaitan dengan hal tersebut, Mohammad Daud Ali mendefinisikan asas hukum sebagai kebenaran yang digunakan sebagai instrumen berpikir, khususnya dalam ruang lingkup pelaksanaan dan penegakan hukum.Dengan demikian, dalam konteks hukum kontrak syariah, asas memegang peranan krusial sebagai standar kebenaran yang melandasi setiap argumentasi hukum terkait perjanjian. Hal ini mencakup seluruh proses, mulai dari perumusan kontrak hingga pada tahap penyelesaian sengketa, guna memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan kontrak tersebut tetap berpijak pada fondasi hukum Islam yang kokoh.134 Adapun asas-asas akad ialah: 
	2.​Akad Kredit Pembiayaan 
	​Dalam diskursus hukum Islam, Qardh dipahami sebagai suatu skema pinjaman kebajikan yang bersifat nonekonomis atau tanpa imbalan. Secara substansial, akad ini lazimnya diterapkan pada pengadaan barang-barang fungible, yakni komoditas yang secara teknis dapat diukur, ditimbang, maupun diganti sesuai dengan satuan jumlahnya.143 Secara historis-etimologis, istilah qardh memiliki kaitan konseptual yang diadopsi ke dalam bahasa Romawi sebagai credo, bahasa Inggris sebagai credit, hingga akhirnya dikenal dalam terminologi Indonesia sebagai kredit.144 
	​Objek utama dalam transaksi qardh umumnya berupa uang atau alat tukar lainnya, di mana skema ini merepresentasikan bentuk pinjaman murni tanpa disertai unsur bunga (riba).145 Dalam praktiknya, pihak peminjam menerima dana tunai dari pemilik dana yang dalam konteks ini adalah perbankan dengan kewajiban tunggal untuk mengembalikan pokok pinjaman tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati. Meskipun tidak diperkenankan adanya persyaratan imbalan di awal, namun secara normatif pihak peminjam atas inisiatif dan kesadaran pribadinya diperbolehkan untuk memberikan kelebihan bayar sebagai bentuk apresiasi atau ucapan terima kasih kepada pihak bank. Adapun demi sahnya transaksi ini, terdapat beberapa rukun dan syarat dalam akad Qardh atau Qardhul Hasan yang wajib dipenuhi oleh para pihak, antara lain:146 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	BAB III 
	KEABSAHAN KLAUSUL PEMBATASAN KEWENANGAN RUPS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BANK OCBC NISP TBK DENGAN PT HAIR STAR INDONESIA 
	A.​Keabsahan Klausul Pembatasan Kewenangan RUPS Nasabah Debitor Perseroan Dalam Perjanjian Kredit Pada PT Hair Star Indonesia Dan Bank OCBC NISP Tbk 
	​Perkara ini berawal dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk terhadap Susilo Wonowidjojo beserta para pemegang saham dan organ perseroan PT Hair Star Indonesia sebagai Para Tergugat, dengan PT Hair Star Indonesia (dalam pailit) berkedudukan sebagai Turut Tergugat I. Hubungan hukum antara bank dan PT Hair Star Indonesia didasarkan pada Perjanjian Kredit yang terdiri atas Syarat dan Ketentuan Standar serta Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 4 tanggal 1 Agustus 2016 berikut seluruh perubahan dan addendumnya. Dalam perjanjian tersebut terdapat klausul negative covenant, khususnya Pasal 11.2.1 juncto Ketentuan 7.1.3, yang mewajibkan debitur memperoleh persetujuan tertulis dari bank sebelum melakukan perubahan komposisi pemegang saham, pengendalian perseroan, maupun susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Sengketa muncul setelah para pemegang saham PT Hair Star Indonesia menetapkan keputusan sirkular yang mengalihkan seluruh saham milik PT Hari Mahardhika Usaha kepada Hadi Kristanto
	​Keabsahan klausul pembatasan kewenangan tersebut dianalisis berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan asas pacta sunt servanda. Pasal 1338 KUHPerdata memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, klausul yang membatasi tindakan korporasi debitur merupakan hasil kesepakatan yang sah dan mengikat para pihak. Keberadaan klausul tersebut juga memiliki dasar yang rasional karena keputusan bank dalam memberikan fasilitas kredit didasarkan pada penilaian terhadap identitas, reputasi, dan kredibilitas pemegang saham serta pengurus perseroan pada saat perjanjian dibuat. Dengan demikian, negative covenant merupakan instrumen perlindungan bagi kreditur dalam mengendalikan risiko pembiayaan tanpa menghapus kewenangan RUPS sebagai organ perseroan. Klausul tersebut hanya mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari kreditur sebelum kewenangan tersebut dijalankan.149 
	​Penilaian terhadap keabsahan RUPS yang diselenggarakan tanpa memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kredit perlu dibedakan antara aspek hukum perseroan dan aspek hukum perjanjian. Berdasarkan fakta persidangan, perubahan kepemilikan saham dan susunan pengurus dilakukan melalui keputusan sirkular yang dituangkan dalam Akta Nomor 30 tanggal 17 Mei 2021 dan Akta Nomor 73 tanggal 25 Mei 2021 di hadapan Notaris Ida Mustika, S.H. Secara internal, mekanisme tersebut memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena memperoleh persetujuan seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara. Namun, dari sudut pandang hubungan kontraktual, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit karena dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.150 
	​Penggugat tidak hanya mendalilkan adanya wanprestasi, tetapi juga mengkualifikasikan tindakan Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Perubahan struktur kepemilikan dan pengurus perseroan dipandang sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk menghindari kewajiban pembayaran utang sebesar USD16.509.025,98. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditur dan berakhir pada kepailitan perseroan. Dalam kondisi demikian, penerapan doktrin piercing the corporate veil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 114 ayat (3) UUPT menjadi relevan, sehingga tanggung jawab yang semula berada pada perseroan dapat diperluas menjadi tanggung jawab pribadi Direksi, Komisaris, maupun pemegang saham yang terbukti melakukan pelanggaran.151 
	​Selain pokok perkara, terdapat pula aspek hukum acara yang perlu diperhatikan. Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan mendasarkan pada klausul pilihan forum yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum penyelesaian sengketa. Di samping itu, diajukan pula eksepsi exceptio dilatoria dengan alasan gugatan masih prematur karena PT Hair Star Indonesia telah dinyatakan pailit, tagihan kreditur telah tercatat dalam proses kepailitan, dan pemberesan boedel pailit belum selesai sehingga besarnya kerugian belum dapat ditentukan secara pasti. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap negative covenant tidak menyebabkan keputusan RUPS menjadi batal demi hukum. Keputusan tersebut tetap sah dalam perspektif hukum perseroan, tetapi menimbulkan konsekuensi keperdataan berupa wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pribadi organ perseroan apabila terbukti bertindak dengan iktikad tidak baik. 
	​Ketentuan mengenai validitas absolut sebuah perjanjian di dalam sistem hukum perdata Indonesia merujuk secara limitatif pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menegaskan empat pilar syarat sahnya perikatan yang bersifat kumulatif, di mana tidak terpenuhinya salah satu unsur akan berdampak langsung pada status hukum perjanjian tersebut. Guna membedah keabsahan klausul negative covenant (janji negatif) dalam jalinan hukum pembiayaan antara PT Bank OCBC NISP Tbk selaku kreditur dengan PT Hair Star Indonesia selaku debitur, berikut ulasan mendalam mengenai implementasi keempat elemen tersebut:152 
	1.​Unsur Kesepakatan Para Pihak 
	​Konsep kesepakatan pada dasarnya merepresentasikan titik temu kehendak bebas (unification of wills) antar-subjek hukum mengenai hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan, mencakup cara eksekusi, limitasi waktu, serta rambu-rambu kontraktual yang disepakati bersama. Dalam ranah hukum perdata praktis, kesepakatan formal mewujud ketika proses penawaran (offering) disambut dengan penerimaan (acceptance) tanpa paksaan, yang kemudian dilegalisasikan lewat pembubuhan tanda tangan di atas akta perjanjian. 
	​Apabila dikonstruksikan pada sengketa hukum antara PT Bank OCBC NISP Tbk melawan PT Hair Star Indonesia, prasyarat konsensus ini terbukti telah terpenuhi seutuhnya. Keberadaan klausul negative covenant yang mengikat aktivitas korporasi debitur bertumpu secara sah pada dokumen Perjanjian Kredit (Fasilitas Pembiayaan) berikut seluruh rangkaian akta perubahannya (addendum). Penandatanganan dokumen-dokumen perbankan tersebut menjadi bukti autentik adanya kerelaan timbal balik ('an-taradin) tanpa kontaminasi cacat kehendak (wilsgebreken), baik yang berupa penipuan, kekhilafan, maupun paksaan tersembunyi sewaktu perikatan tersebut dilahirkan. 
	2.​Unsur Kecakapan Bertindak Menurut Hukum 
	​Doktrin hukum perdata bertumpu pada asas umum bahwa setiap orang dewasa yang berakal sehat diasumsikan memiliki kecakapan legal (bekwaam) untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali undang-undang secara tegas mencabut kapasitas tersebut. Melalui Pasal 1329 KUHPerdata, hukum memberikan praduga keabsahan bertindak bagi siapa saja selama tidak ada larangan statuter. Dalam konteks korporasi modern, kapasitas badan hukum sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) dijalankan secara sah oleh organ pengurus (Direksi) yang memiliki kewenangan representatif sesuai koridor peraturan Anggaran Dasar dan undang-undang. 
	​Melihat fakta hukum dalam sengketa ini, pra syarat kecakapan para pihak tidak menyisakan celah keraguan sedikit pun. Hubungan kontraktual privat ini terjadi antara PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai korporasi perbankan berizin resmi dengan PT Hair Star Indonesia sebagai badan hukum perseroan terbatas yang sah (legal entity). Hubungan hukum tersebut diformalisasikan oleh jajaran Direksi PT Hair Star Indonesia yang secara yuridis memegang mandat penuh untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan mewakili perseroan. Dengan demikian, status dan kapasitas subjektif dari kedua belah pihak di mata hukum adalah sah dan valid. 
	3.​Unsur Mengenai Suatu Hal Tertentu 
	​Suatu hubungan hukum wajib memiliki objek perikatan yang definitif, terang, dan dapat di identifikasi parameternya agar mampu melahirkan kepastian hukum bagi para pihak, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 1333 KUHPerdata. Dalam khazanah hukum perikatan, objek prestasi tidak melulu berwujud tindakan aktif seperti menyerahkan dana atau melakukan pekerjaan, melainkan bisa berbentuk prestasi negatif, yaitu komitmen legal untuk menahan diri atau "tidak melakukan sesuatu" (restraint/forbearance). 
	​Sengketa antara kedua perusahaan ini, unsur "suatu hal tertentu" telah terwujud secara riil dan tidak abstrak. Objek yang disepakati di dalam klausul negative covenant tersebut adalah pemenuhan prestasi negatif dari PT Hair Star Indonesia. Prestasi negatif ini membebankan kewajiban kepada debitur untuk bersikap pasif terhadap beberapa tindakan korporasi strategis seperti larangan merombak komposisi manajemen (Direksi dan Komisaris) serta pembatasan memindah tangankan kepemilikan saham Perusahaan selama belum mengantongi restu atau izin tertulis terlebih dahulu dari PT Bank OCBC NISP Tbk. 
	4.​Unsur Kausa yang Halal 
	​Syarat kausa yang halal menitik beratkan fokus pada esensi materiil, isi klausul, serta tujuan utama di balik pembuatan perjanjian itu sendiri. Segala bentuk ketentuan yang dirumuskan dalam kontrak dilarang keras berbenturan dengan norma hukum tertulis, tidak boleh menabrak nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat, serta diharamkan mengganggu stabilitas ketertiban umum (openbare orde) sebagaimana ditegaskan lewat Pasal 1337 KUHPerdata. 
	​Berdasarkan telaah kritis terhadap dokumen sengketa, penyusunan klausul negative covenant dalam kontrak kredit antara PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Hair Star Indonesia bertumpu pada tujuan yang sah dan tidak melanggar hukum, sehingga memiliki keabsahan materiil yang solid. Berbeda dengan janji non-kompetisi dalam hukum ketenagakerjaan yang rawan dibatalkan karena dinilai memasung hak asasi manusia untuk mencari nafkah, janji negatif di sektor perperbankan murni merupakan instrumen pembatasan keperdataan sukarela. Skema ini diakui secara luas dalam industri keuangan demi mengendalikan risiko gagal bayar (credit risk management). Oleh karena itu, karena syarat formal dan materiil Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi tanpa cela, klausul negative covenant ini mengikat mutlak laksana undang-undang privat (pacta sunt servanda) bagi PT Hair Star Indonesia berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 
	​Berdasarkan telaah kritis terhadap dokumen sengketa, penyusunan klausul negative covenant dalam kontrak kredit antara PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Hair Star Indonesia bertumpu pada tujuan yang sah dan tidak melanggar hukum, sehingga memiliki keabsahan materiil yang solid.  

	B.​Keabsahan RUPS Yang Dilaksanakan Dengan Menyimpangi Perjanjian Kredit Antara PT Hair Star Indonesia dan Bank OCBC NISP 
	​Dalam struktur hukum perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara statuter menempati posisi sebagai organ tertinggi yang memegang kewenangan eksklusif. Kewenangan ini dibatasi sedemikian rupa agar tidak bersinggungan dengan ranah operasional yang menjadi porsi Direksi maupun fungsi pengawasan Dewan Komisaris.190 Kendati berada pada hierarki teratas, independensi RUPS dalam melahirkan keputusan tidak bersifat mutlak dan tanpa batas, melainkan wajib tunduk pada koridor formil-prosedural yang digariskan oleh hukum perusahaan. Secara teoretis, legalitas dari setiap produk keputusan RUPS diukur dari sejauh mana rapat tersebut memenuhi persyaratan mekanis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) serta Anggaran Dasar perseroan.  
	​Parameter utama pengujian keabsahan ini bertumpu pada keabsahan tata cara pemanggilan (notice), terpenuhinya kuorum kehadiran (quorum of attendance), serta keabsahan kuorum dalam pengambilan keputusan (quorum of decision).191legalitas RUPS PT Hair Star Indonesia (PT HSI) yang menyimpangi klausul pembatasan (negative covenant) dalam kontrak kreditnya dengan PT Bank OCBC NISP Tbk, pada dasarnya menuntut pengujian berbasis tiga elemen formal hukum perseroan. Ketiga elemen tersebut meliputi mekanisme pemanggilan rapat (notice), pemenuhan kuorum kehadiran (quorum of attendance), serta keabsahan kuorum dalam pengambilan keputusan (quorum of decision). Dalam konteks sengketa ini, peneliti memandang bahwa ketiga parameter tersebut tidak lagi relevan jika hanya dibedah secara kaku menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara parsial.192 Sebaliknya, diperlukan pisau analisis yang menjembatani hukum korporasi internal dengan hukum perikatan eksternal yang bersumber
	​Melalui kontrak kredit, PT HSI sejatinya telah mengikatkan diri pada doktrin pembatasan diri sukarela (self-limitation doctrine).193  Oleh karena itu, ketika RUPS tetap memaksakan pergantian kepemilikan saham dan keluarnya pemegang saham penjamin tanpa restu bank di kala perseroan terlilit utang besar, Majelis Hakim secara tegas menyatakan produk RUPS tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.194 Tindakan tersebut dinilai sebagai upaya pengosongan aset (asset stripping) untuk mengalihkan beban kerugian perseroan (loss shifting). 
	​Berdasarkan hasil penelitian normatif mengenai pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia, dapat dipahami bahwa kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan tertinggi tidak menjadikan RUPS sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa RUPS hanya berwenang menjalankan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, sepanjang kewenangan tersebut ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.195 Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan RUPS merupakan kewenangan yang bersifat atribusi dan dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan fungsi antarorgan perseroan sekaligus mendukung penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa pembatasan kewenangan RUPS terdiri atas dua aspek,
	​Ditinjau dari aspek internal, RUPS tidak diperkenankan menetapkan keputusan yang melampaui maksud dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar karena tindakan tersebut termasuk dalam kategori ultra vires. Selain itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan adanya pembagian fungsi yang jelas antara RUPS dan Direksi. Kewenangan Direksi dalam menjalankan pengurusan sehari-hari (day-to-day management) tidak dapat diambil alih ataupun dicampuri oleh RUPS.197 Campur tangan RUPS terhadap kebijakan operasional Direksi tidak hanya bertentangan dengan Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi juga berpotensi mengesampingkan penerapan doktrin Business Judgment Rule dan prinsip fiduciary duty yang menjadi dasar pertanggungjawaban Direksi dalam menjalankan tugasnya.198 M. Yahya Harahap menegaskan bahwa RUPS tidak memiliki kewenangan untuk memaksa Direksi mengambil keputusan yang bertentangan dengan pertimbangan bisnis yang dilakukan secara independen. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab
	​Disamping pembatasan yang berkaitan dengan hubungan antarorgan perseroan, kewenangan RUPS juga dibatasi oleh prinsip perlindungan terhadap pemegang saham minoritas melalui penerapan asas keadilan dan itikad baik (equitable treatment dan good faith). Oleh karena itu, keputusan RUPS yang didominasi oleh pemegang saham mayoritas tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menekan atau merugikan kepentingan pemegang saham minoritas maupun sebagai bentuk penyalahgunaan hak (misbruik van recht). Apabila suatu keputusan RUPS bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, kesusilaan, atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka keputusan tersebut batal demi hukum (null and void atau void ab initio). Sebaliknya, apabila cacat yang terjadi berkaitan dengan aspek prosedural, misalnya tidak terpenuhinya ketentuan mengenai pemanggilan atau kuorum penyelenggaraan RUPS, maka keputusan tersebut tidak batal dengan sendirinya, melainkan dapat dimintakan pembatalan
	​Melalui Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda, muncul yurisprudensi penting dalam hukum bisnis yang menegaskan bahwa perlindungan otonomi formal perseroan (baik dari segi pemanggilan, kuorum kehadiran, hingga keputusan rapat) akan dikesampingkan dan dianggap tidak mengikat pihak ketiga apabila instrumen-instrumen formal tersebut disalahgunakan secara iktikad buruk untuk melanggar negative covenant dan merugikan hak subjektif kreditur.201 
	​Prosedur pemanggilan yang benar merupakan prasyarat awal yang fundamental karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak dasar pemegang saham untuk mengetahui agenda korporasi yang akan diputuskan.202 Mengenai kuorum kehadiran, Pasal 86 UU PT menentukan batas minimal bahwa RUPS hanya dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham yang memiliki hak suara sah. Batas minimal ini tentu dapat ditingkatkan lebih tinggi apabila ditentukan lain oleh Anggaran Dasar perseroan untuk agenda-agenda yang sifatnya krusial.203 Selanjutnya, keputusan yang diambil sedapat mungkin dicapai melalui musyawarah mufakat, atau jika terpaksa melalui pemungutan suara, wajib disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari total suara yang dikeluarkan dalam rapat.204 Berdasarkan logika hukum korporasi, apabila seluruh rangkaian prosedur ini telah terpenuhi tanpa cacat, maka keputusan RUPS tersebut secara otomatis dinilai sah dan memiliki
	​Namun, esensi permasalahan yang melandasi sengketa antara PT Bank OCBC NISP Tbk melawan PT Hair Star Indonesia menunjukkan kondisi yang berbeda. RUPS yang diselenggarakan perseroan ternyata menghasilkan keputusan materiil yang secara nyata menyimpangi kesepakatan eksternal, yaitu klausul negative covenant dalam perjanjian kredit perbankan.205 Untuk mengurai kompleksitas dalam situasi ini, analisis harus dilakukan dengan memisahkan sekaligus memetakan titik temu antara rezim hukum perusahaan dan rezim hukum perikatan.  
	​Jika dilihat dari kacamata hukum perusahaan murni, keberadaan ikatan kredit dengan kreditur pihak ketiga tidak serta-merta menggugurkan kewenangan statuter RUPS yang bersumber dari undang-undang. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kredit bersifat keperdataan murni (in personam), sedangkan kekuasaan RUPS melekat pada eksistensi badan hukum perseroan (in rem). Oleh karena itu, sepanjang RUPS PT Hair Star Indonesia dijalankan sesuai tata cara UU PT dan Anggaran Dasar, akta keputusan RUPS beserta perubahannya secara administratif tetap sah dan berlaku keluar, termasuk dalam proses pelaporan pada Kementerian Hukum dan HAM. Hubungan kontraktual komersial dengan pihak bank tidak memiliki daya paksa untuk membatalkan keabsahan formal dari kewenangan organ perseroan yang dilindungi oleh undang-undang. 
	​Meskipun RUPS tersebut sah secara formal menurut hukum korporasi, substansi dari keputusan itu sendiri cacat dari perspektif hukum perjanjian (breach of contract) dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap PT Bank OCBC NISP Tbk. Berdasarkan asas pacta sunt servanda yang dikodifikasi dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, seluruh klausul dalam perjanjian kredit berlaku sebagai undang-undang yang mengikat mutlak bagi debitur.206 Ketika RUPS PT Hair Star Indonesia memutuskan untuk merubah kepemilikan saham dan pengurus tanpa adanya izin tertulis terlebih dahulu (prior written consent) dari bank, perseroan dan para pemegang saham di dalamnya telah melakukan tindakan wanprestasi materiil yang sangat mendasar. Legalitas formal internal RUPS tidak dapat dijadikan alasan pemaaf (justification) untuk membebaskan debitur dari tanggung jawab hukum atas pelanggaran janji negatif yang telah disepakatinya sendiri demi mendapatkan fasilitas pendanaan. 
	​Pertemuan antara kedua bidang hukum ini membawa implikasi yuridis yang tegas dalam penyelesaian sengketa. Terpenuhinya kuorum formal RUPS yang dibarengi dengan pelanggaran kontrak justru menjadi alat bukti materiil yang sempurna bagi kreditur untuk mendudukkan debitur dalam status kelalaian. Berdasarkan karakteristik hukum prestasi negatif dalam Pasal 1242 KUHPerdata, "karena pelanggaran itu saja dan demi hukum" (by the mere breach), debitur langsung dinyatakan wanprestasi sejak keputusan RUPS itu disahkan tanpa memerlukan proses somasi terlebih dahulu.207 Dampak hukumnya, tindakan sepihak tersebut memberikan hak bagi pihak bank untuk menuntut percepatan pelunasan seluruh sisa utang serta mengajukan tuntutan ganti kerugian. Bahkan, apabila proses pengambilan keputusan dalam RUPS tersebut terbukti diselimuti oleh iktikad buruk (bad faith) untuk melarikan aset perseroan, hal ini dapat membuka jalan bagi bank untuk mengejar pertanggungjawaban pribadi (piercing the corporate veil) hingga ke tingkat pemegang saham
	​Meskipun tindakan tersebut pada awalnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, akibat hukum yang ditimbulkannya tidak berhenti pada ranah wanprestasi. Keputusan RUPS yang digunakan untuk melakukan perubahan struktur perseroan tanpa persetujuan kreditur juga perlu dinilai berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dalam perspektif hukum perdata, keterikatan PT Hair Star Indonesia terhadap klausul pembatasan (negative covenant) dalam perjanjian kredit menimbulkan kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan (prestatie om niet te doen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).208 Oleh karena itu, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu (prior written consent) dari PT Bank OCBC NISP Tbk. merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati para pihak. Tindakan tersebut pada dasarnya memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam
	​Kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur pertama adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu penyelenggaraan RUPS yang tidak hanya melanggar ketentuan dalam perjanjian kredit, tetapi juga mengabaikan hak PT Bank OCBC NISP Tbk. sebagai kreditur untuk memperoleh perlindungan atas kepastian pelunasan utang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kepatutan dan kehati-hatian yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan hukum dalam kegiatan usaha.211 Unsur kedua adalah adanya kesalahan dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Persetujuan RUPS terhadap perubahan komposisi pemegang saham dan susunan direksi, termasuk keluarnya pemegang saham pengendali yang sekaligus bertindak sebagai corporate maupun personal guarantor pada saat kondisi keuangan perseroan mengalami penurunan, menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan secara sadar dengan konsekuensi berkurangnya
	​Selanjutnya, unsur kerugian juga terpenuhi karena PT Bank OCBC NISP Tbk. berpotensi mengalami kerugian materiil berupa meningkatnya risiko tidak tertagihnya fasilitas kredit yang telah diberikan, serta kerugian yang berkaitan dengan menurunnya tingkat keamanan kredit akibat perubahan profil debitur setelah keluarnya pemegang saham pengendali. Selain itu, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara keputusan RUPS dengan potensi kerugian yang dialami oleh kreditur, sehingga unsur kausalitas sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata juga terpenuhi. Penggunaan RUPS sebagai sarana untuk melepaskan tanggung jawab hukum pemegang saham pengendali dalam kondisi tersebut dapat dipandang sebagai tindakan yang mendorong terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian (inducement of breach of contract) sekaligus merupakan bentuk penyalahgunaan badan hukum (misbruik van rechtspersonen).213 
	​Dari sisi akibat hukum, terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum menunjukkan bahwa keabsahan formal penyelenggaraan RUPS tidak serta-merta menjadikan keputusan yang dihasilkannya memiliki kekuatan hukum. Asas fraus omnia corrumpit menegaskan bahwa setiap tindakan hukum yang dilandasi itikad buruk tidak memperoleh perlindungan hukum, meskipun secara prosedural telah memenuhi ketentuan mengenai pemanggilan maupun kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.214 Dengan demikian, keputusan RUPS yang diselenggarakan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, padahal persetujuan tersebut diwajibkan dalam perjanjian kredit, dapat dinilai bertentangan dengan kausa yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Akibatnya, keputusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (null and void) atau setidaknya dapat dimintakan pembatalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.215  Selain itu, apabila terbukti bahwa badan hukum perseroan digunakan
	​Dengan demikian, RUPS tersebut tetap berdiri sah dari aspek formal hukum perusahaan, namun secara materiil keputusannya melanggar hukum perikatan dan melahirkan konsekuensi ganti rugi keperdataan yang mutlak. 

	 
	 
	 
	 
	BAB IV 
	PENUTUP 
	A.​Kesimpulan 
	        Setelah menganalisis rumusan masalah di atas serta menguraikan seluruh rangkaian analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai problematika hukum keabsahan RUPS PT Hair Star Indonesia yang bertentangan dengan klausul pembatas (negative covenant) terhadap PT Bank OCBC Nisp Tbk, maka dapat di simpulkan sebagai berikut: 
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